MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai landasan dalam pengelolaan arsip dinamis,
maka untuk memfasilitasi penciptaan, penggunaan,
pemeliharaan dan penyusutan arsip, diperlukan klasifikasi
arsip;

b. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor
20/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Pedoman Klasifikasi
Arsip Kementerian Pertanian sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pertanian tentang Klasifikasi Arsip Lingkup
Kementerian Pertanian,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009
Nomorl152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

S. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 -
2014,



6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1
Kementerian Negara;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/
OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KLASIFIKASI
ARSIP LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 1

Klasifikasi Arsip Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 2
(1) Klasifikasi Arsip Lingkup Kementerian Pertanian merupakan acuan bagi
unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dalam pengelolaan arsip dinamis.

(2) Klasifikasi Arsip Lingkup Kementerian Pertanian menggunakan kode
klasifikasi arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.

(3) Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanda
pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai
dasar pemberkasan dan penataan arsip.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 20/Permentan/0OT.140/3/2012 tentang Pedoman Klasifikasi
Arsip Kementerian Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
#__,,.Q\da tanggal 17 Oktober 2014
", PER
AR ME- {TERI PERTANIAN

PUBLIK INDONESIA,

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,;

Menteri Keuangan;

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
Pimpinan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

e



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 181 /Permentan/OT.140/10/2014
TANGGAL : 17 Oktober 2014

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan
pencapaian visi dan misi organisasi, setiap organisasi menyusun dan
melaksanakan program dan kegiatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi akan
menghasilkan arsip, yang jumlahnya tergantung dari banyaknya fungsi dan
aktivitas organisasi tersebut. Oleh karena itu, untuk memudahkan
pencipta arsip dalam mengenali jenis-jenis arsip yang telah dibuat atau
diterimanya, perlu dilakukan pengklasifikasian atau pengelompokkan arsip
berdasarkan fungsi dan kegiatan organisasi.

Klasifikasi arsip menjadi kerangka dasar untuk pengkodean (coding) dalam
penciptaan, penggunaan dan penyimpanaan, serta penyusutan arsip.
Klasifikasi arsip dalam proses penciptaan arsip digunakan sebagai dasar
penomoran surat. Klasifikasi arsip dalam proses penggunaan digunakan
sebagai dasar pemberkasan dan penemuan kembali (retrieve). Sedangkan
klasifikasi arsip dalam proses penyusutan arsip, digunakan sebagai dasar
penyusunan jadwal retensi arsip.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009
tentang Kearsipan jo Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2009, Klasifikasi
arsip merupakan salah satu instrumen wajib yang harus dimiliki oleh
pencipta arsip dalam penyelenggaraan kearsipan. Dalam perundang-
undangan tersebut di atas, diamanatkan bahwa untuk mendukung
pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat
tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem
klasifikasi keamanan dan akses arsip. Klasifikasi arsip yang disusun harus
berdasarkan fungsi dan tugas pencipta arsip, sehingga dalam melakukan
pemberkasan, penyimpanan, dan penemuan kembali arsip serta
penyusutannya berjalan sesuai dengan mekanisme pengelolaan arsip yang
efektif dan efisien.

Kementerian Pertanian dalam melakukan pengelolaan arsip dinamis telah
menggunakan klasifikasi arsip yang disusun berdasarkan fungsi dan
kegiatan masing-masing unit kerja. Namun setelah dilakukan evaluasi dan
pengkajian secara seksama terhadap klasifikasi arsip yang ada serta
dengan adanya perubahan dan penambahan fungsi organisasi, maka perlu
dilakukan penyempurnaan dan penyusunan kembali klasifikasi arsip
Kementerian Pertanian.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan klasifikasi arsip ini dimaksudkan untuk memberikan acuan
dalam melakukan penomoran surat, pemberkasan arsip dan penyusunan
jadual retensi arsip. Tujuannya adalah terwujudnya sistem pengelolaan
arsip secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan
hingga penyusutan arsip.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup klasifikasi arsip lingkup Kementerian Pertanian ini meliputi:
1. Klasifikasi arsip fungsi fasilitatif.
2. Klasifikasi arsip fungsi substantif.

Klasifikasi arsip masing-masing fungsi tersebut di atas disusun dalam
skema klasifikasi berjenjang, yang dijabarkan mulai dari pokok masalah ke
sub masalah sampai ke sub-sub masalah. Jumlah jenjang maksimal 3
(tiga) jenjang yaitu terdiri dari fungsi sebagai pokok masalah (primer),
kegiatan sebagai sub masalah (sekunder) dan transaksi sebagai sub-sub
masalah (tersier). Adapun susunan skema klasifikasi arsip tersebut sebagai
berikut :

1. Fungsi (pokok masalah/primer)
a. Kegiatan (sub masalah/sekunder)
1) Transaksi (sub-sub masalah/tersier)
2) Transaksi (sub-sub masalah/tersier)
b. Kegiatan (sub masalah/sekunder)
1) Transaksi (sub-sub masalah/tersier)

2) Transaksi (sub-sub masalah/tersier)

D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

4. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari
hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori
unit informasi kearsipan.



10.

11.

12.

13.

14.

Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu
struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak
identitas arsip.

Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis
secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan,
dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.

Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas
dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang
pengelolaan arsip dinamis.

Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan
yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks
kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan
informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit
kerja.

Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan
cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan,
pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan
arsip statis kepada lembaga kearsipan.

Fungsi adalah bentuk penyebaran urusan tertentu kepada unit kerja
dan/atau satuan kerja dan menjadi pedoman untuk melakukan
kegiatan sebagai tanggung jawabnya baik fungsi substantif maupun
fungsi fasilitatif.

Fungsi Fasilitatif adalah kegiatan yang menghasilkan produk
administrasi atau penunjang dari tugas yang dilakukan di
kesekretariatan

Fungsi Subtantif adalah kegiatan pelaksanaan tugas pencipta arsip
yang membedakan antara pencipta arsip yang satu dengan yang lain

Kegiatan adalah jenis-jenis aktivitas yang dilakukan untuk
melaksanakan salah satu fungsi organisasi/instansi.

Transaksi adalah kesepakatan para pihak dalam komunikasi kedinasan
atas sesuatu obyek yang bersifat spesifik.



RC

BAB II

KLASIFIKASI ARSIP FUNGSI FASILITATIF

PERENCANAAN

RC.000 Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah

RC.010

RC.020

RC.030

RC.040

Kebijakan Pembangunan Pertanian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan
kebijakan pembangunan pertanian, jangka panjang,
jangka menengah, tahunan serta penyusunan kebijakan
terpadu, lintas sektoral dan pusat-daerah lingkup
Kementerian Pertanian termasuk koordinasi dampak
perubahan iklim.

Rencana dan Program Pembangunan Pertanian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan
rencana pembangunan jangka menengah/ Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
terpadu, lintas sektor dan pembangunan khusus
(daerah konflik, bencana alam, perbatasan, kawasan
daerah tertinggal).

Penetapan Kinerja Tahunan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan
penetapan kinerja tahunan.

Pengembangan Wilayah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan
pengembangan wilayah berbasis pertanian yang meliputi
perencanaan tata ruang dan sumber daya pertanian,
pengembangan sosial ekonomi, pengembangan
kelembagaan pertanian dan pewilayahan komoditas.

RC.100 Penyusunan Anggaran

RC.110

RC.120

Penyusunan Anggaran Kantor Pusat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan
Anggaran Kantor Pusat yang meliputi penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga
(RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),
Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), termasuk revisi
anggaran.

Penyusunan Anggaran Dana Dekonsentrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan
anggaran dana dekonsentrasi yang meliputi penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga
(RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),
Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), termasuk revisi
anggaran.



RC.200

RC.130

RC.140

Penyusunan Anggaran Dana Tugas Pembantuan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan
anggaran dana tugas pembantuan, yang meliputi
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan
Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), termasuk
revisi anggaran.

Penyusunan Anggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan
Anggaran UPT yang meliputi penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL), Daftar
Isian Pelaksanaan  Anggaran (DIPA), Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK), termasuk revisi anggaran.

Pemantauan dan Evaluasi Program

RC.210

RC.220

RC.230

RC.240

RC.250

RC.260

RC.270

RC.280

Program Bersumber dari APBN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian
yang bersumber dari dana APBN

Program Bersumber Dari Dana Dekonsentrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian
yang bersumber dari dana dekonsentrasi

Program Bersumber Dari Dana Tugas Pembantuan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian
yang bersumber dari dana tugas pembantuan.

Program Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian
yang bersumber dari DAK.

Program Bersumber Dari Dana Public Service Obligation
(PSO)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian
yang bersumber dari Dana PSO.

Program Bersumber Dari Dana Kredit Program

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian
yang bersumber dari kredit program.

Program Bersumber Dari Dana Subsidi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian
berupa dana subsidi.

Program Bersumber Dari Anggaran Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan



evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian
yang bersumber dari anggaran lainnya.

RC.300 Pelaporan

RC.310

RC.320

RC.330

Laporan Khusus

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan
laporan pelaksanaan program pembangunan pertanian
meliputi penyusunan bahan rapat pimpinan beserta
rapat kerja Menteri Pertanian dengan DPR, DPD, laporan
kunjungan kerja DPR, penyiapan bahan laporan
pimpinan untuk rapat koordinasi bidang ekonomi dan
kesejahteraan rakyat, laporan pimpinan sidang kabinet,
laporan Kementerian Pertanian ke unit kerja presiden
bidang pengawasan.

Laporan Berkala

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan
laporan kinerja unit kerja (Eselon I, II, III, IV dan UPT)
seperti laporan kinerja tahunan, semesteran, triwulanan,
bulanan dan laporan berkala lainnya serta laporan
sewaktu-waktu/insidentil.

Laporan Kinerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP).

OT ORGANISASI DAN TATALAKSANA
OT.000 Organisasi

OT.010

OT.020

OT.030

OT.040

Organisasi Kementerian Pertanian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembentukan dan
penyempurnaan tugas, fungsi, susunan organisasi dan
tata kerja Unit Kerja Eselon I dan II Kantor Pusat
Kementerian Pertanian

Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan
dan/atau pembentukan UPT di lingkungan Kementerian
Pertanian.

Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD )

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan
masukan dan telaahan penyempurnaan SKPD bidang
pertanian.

Rincian Tugas Pekerjaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan
rincian tugas pekerjaan Eselon IV di lingkungan
Kementerian Pertanian.



OT.050

OT.060

OT.070

OT.080

Organisasi Non Struktural

Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi non
struktural, seperti dewan, komisi, tim kerja, panitia dan
lain-lain.

Organisasi Non Kedinasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi non
kedinasan seperti KORPRI, dharmawanita, koperasi dan
lain-lain.

Budaya Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan
dan pembinaan budaya kerja lingkup Kementerian
Pertanian antara lain nilai-nilai budaya kerja,
pengukuran Indeks Penilaian Budaya Kerja (IPNBK),
makna bekerja, agen perubahan dan sebagainya.

Pelayanan Publik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan
pelayanan publik antara lain penyusunan dan penetapan
standar  pelayanan  publik, maklumat layanan,
pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan peran
serta masyarakat dalam layanan publik.

OT.100 Jabatan Fungsional

OT.110

OT.120

Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP)

Naskah-naskah yang berkaitan evaluasi, penyusunan,
penyempurnaan dan pengembangan jabatan fungsional
rumpun ilmu hayat pertanian yang meliputi perumusan
tugas jenjang jabatan, unsur, sub unsur, butir kegiatan
dan angka kredit jabatan fungsional, usulan tunjangan
jabatan fungsional, usulan perpanjangan Batas Usia
Pensiun (BUP.)

Jabatan Fungsional Non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian
(Non- RIHP)

Naskah-naskah yang berkaitan evaluasi, penyusunan,
penyempurnaan dan pengembangan jabatan fungsional
non rumpun ilmu hayat pertanian yang meliputi
perumusan tugas jenjang jabatan, unsur, sub unsur,
butir kegiatan dan angka kredit jabatan fungsional,
usulan tunjangan  jabatan fungsional, usulan
perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP.)

OT.200 Tata Laksana

OT.210

Prosedur Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan prosedur kerja
seperti penyusunan, penerapan, monitoring dan
penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
sebagainya.



OT.220 Tata Hubungan Kerja

OT.230

OT.240

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembuatan tata
hubungan kerja yang meliputi pola hubungan antar
struktural, antar fungsional dan antara struktural dan
fungsional.

Pembakuan Sarana Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan masalah penelaahan dan
pembakuan formulir, sarana dan peralatan kerja serta
cara penggunaannya di lingkup Kementerian Pertanian.

Reformasi Birokrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan
reformasi birokrasi.

TU KETATAUSAHAAN DAN KEARSIPAN
TU.000 Ketatausahaan

TU.010

TU.020

TU.030

TU.040

TU.050

Upacara/ Acara Kedinasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan acara kedinasan
seperti upacara bendera, upacara peringatan hari besar,
peresmian prasarana kerja (gedung kantor) dan jamuan.

Rapat Pimpinan (Rapim)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rapim antara lain
undangan, daftar hadir, materi dan notulen rapim.

Tanda Penghargaan, Kenang-kenangan dan Ucapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pemberian penghargaan, kenang-kenangan, permohonan
maaf, ucapan terima kasih, ucapan belasungkawa dan
ucapan selamat kepada instansi, organisasi dan/atau
perorangan yang memiliki jasa atau prestasi di bidang
pertanian.

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjalanan dinas
dalam negeri antara lain surat perintah, surat tugas,
SPPD, tiket, dll.

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjalanan dinas
luar negeri antara lain surat tawaran Pendidikan dan
Pelatihan diluar negeri dan pencalonannya serta surat
penugasan keberangkatan ke luar negeri, permohonan
paspor dinas, exit permit dan rekomendasi visa.



TU.100 Kearsipan

TU.110

Pembinaan Kearsipan

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan kegiatan
pembinaan kearsipan meliputi lomba tertib arsip,
bimbingan teknis, bimbingan dan konsultasi, apresiasi,
sosialisasi, forum arsiparis, diklat teknis, diklat
fungsional, diklat profesi dan supervisi serta penyusunan
dan pengembangan sistem kearsipan manual dan
elektronik.

TU.120 Tata Laksana Naskah Dinas

TU.130

TU.140

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tata
laksana naskah dinas yang meliputi pengurusan surat
masuk dan surat keluar seperti kegiatan penomoran
surat, pengarahan/disposisi, pencatatan,
pendistribusian, penggunaan cap/stempel dan
pengiriman surat/barang cetakan.

Penggunaan dan Pemeliharaan

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan kegiatan
penggunaan dan pemeliharaan arsip baik secara fisik
maupun informasinya yang meliputi pemberkasan,
penataan, penyimpanan, layanan, alih media serta
keamanan dan akses arsip.

Penyusutan

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan kegiatan
pemindahan, penyerahan dan pemusnahan arsip.

RT RUMAH TANGGA

RT.000 Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

RT.010

RT.020

RT.030

Gedung dan Bangunan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi
penggunaan dan pemeliharaan gedung, auditorium/aula,
ruang rapat, rumah dinas, wisma.

Kendaraan Dinas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi
penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas

Telekomunikasi, Penerangan dan Peralatan Kantor
Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi
penggunaan dan pemeliharaan sarana telekomunikasi,
penerangan dan peralatan kantor lainnya

RT.100 Keamanan dan ketertiban

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan keamanan
dan ketertiban kantor, termasuk pengelolaan parkir.



RT.200 Pertamanan dan Kebersihan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi
pengelolaan kebersihan gedung dan taman.

PL PERLENGKAPAN
PL.0O0O0 Pengadaan Barang

PL.010

PL.020

PL.030

PL.040

Pengadaan Barang Bergerak

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengadaan barang bergerak seperti peralatan kantor,
kendaraan, peralatan pertanian, peralatan laboratorium
dan lain-lain, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai
dengan penerimaan barang yang dibuktikan dengan
pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pengadaan Barang Tidak Bergerak

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengadaan barang tidak bergerak seperti tanah dan
banggunan dan lain-lain, mulai dari perencanaan
kebutuhan sampai dengan penerimaan barang yang
dibuktikan dengan  pembuatan Berita Acara Serah
Terima (BAST).

Pengadaan Barang Habis Pakai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengadaan barang habis pakai seperti ATK dan lain-lain,
mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan
penerimaan barang yang dibuktikan dengan pembuatan
Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pengadaan Barang Tak Berwujud

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan
barang tidak berwujud seperti aplikasi komputer dan
lain-lain, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai
dengan penerimaan barang yang dibuktikan dengan
pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST).

PL.100 Pemindahtanganan

PL.110

PL.120

Penjualan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penjualan Barang
Milik Negara (BMN) mulai dari perencanaan, penelitian,
penetapan nilai barang milik negara sampai dengan
pelaksanan penjualan.

Tukar Menukar

Naskah—naskah yang berkaitan dengan tukar menukar
barang milik negara mulai dari perencanaan, penelitian,
penetapan nilai barang milik negara sampai dengan
pelaksanan tukar menukar.
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PL.130

PL.140

Hibah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan hibah barang
milik negara mulai dari perencanaan, penelitian,
penetapan nilai barang milik negara sampai dengan
pelaksanan hibah.

Penyertaan Modal Pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyertaan
modal pemerintah barang milik negara mulai dari
perencanaan, penelitian, penetapan nilai barang milik
negara sampai dengan pelaksanan penyertaan modal
pemerintah.

PL.200 Penatausahaan

PL.210

PL.220

PL.230

Pembukuan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pendaftaran dan pencatatan barang milik negara ke
dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) Daftar
Barang Pengguna (DBP) dan Daftar Barang Milik Negara
(DBMN).

Inventarisasi Penilaian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pendataan, pencatatan, penilaian sampai dengan laporan
opname fisik Barang Inventaris (LOFBI).

Laporan BMN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan BMN
terdiri dari laporan semesteran dan tahunan.

PL.300 Pemanfaatan, Penghapusan, Pengawasan, Pengendalian BMN

PL.310

PL.320

PL.330

Pemanfaatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendayagunaan
barang milik negara dalam bentuk sewa, pinjam pakai,
kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/
bangun guna serah.

Penghapusan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
penghapusan barang sejak persiapan/pembentukan
panitia penghapusan, usul penghapusan, penilaian,
pelelangan sampai pelaporan termasuk Berita acaranya.

Pengawasan dan Pengendalian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengawasan dan pengendalian BMN mulai dari
pemantauan penggunaan, pengamanan, penertiban
asset serta pelaporan pengawasan dan pengendalian
BMN.
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HK HUKUM

HK.000 Program Legislasi Pertanian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan program legislasi
Kementerian Pertanian.

HK.100 Peraturan Perundang-undangan

HK.110

HK.120

HK.130

HK.140

HK.150

HK.160

Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang dalam Bidang Pertanian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan undang-undang
atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang
bidang pertanian mulai dari rancangan awal sampai
dengan diundangkan termasuk naskah akademik dan
telaah hukum.

Peraturan Pemerintah dalam Bidang Pertanian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan peraturan
pemerintah dalam bidang pertanian mulai dari
rancangan awal sampai dengan diundangkan termasuk
naskah akademik dan telaah hukum.

Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden dalam Bidang
Pertanian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan peraturan/
keputusan/ instruksi presiden, dalam bidang pertanian
mulai dari rancangan awal sampai dengan diundangkan
termasuk naskah akademik dan telaah hukum.

Peraturan Menteri Pertanian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan
peraturan Menteri Pertanian mulai dari rancangan awal
sampai dengan ditetapkan termasuk telaah hukum,
Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

Keputusan/ Instruksi Menteri Pertanian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan
keputusan dan Instruksi menteri mulai dari rancangan
awal sampai dengan ditetapkan termasuk telaah hukum.

Keputusan/ Instruksi Pimpinan Unit Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan
keputusan dan Instruksi pimpinan unit kerja mulai dari
rancangan awal sampai dengan ditetapkan termasuk
telaah hukum.

HK.200 Perjanjian

HK.210

Kesepakatan Bersama

Naskah-naskah yang berupa kesepakatan bersama
antara  Kementerian Pertanian dengan  instansi
pemerintah lain dan/ atau pemerintah daerah mengenai
kerjasama bersifat kebijakan atau program.
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HK.220

HK.230

Nota kesepahaman/ Memorandum of Understanding
(MoU)

Naskah-naskah yang berupa nota kesepahaman yang
memuat saling pengertian antara Kementerian Pertanian
dengan pihak lain mengenai sesuatu hal atau kerjasama
sebelum perjanjian dibuat yang belum memiliki kekuatan
mengikat secara hukum.

Perjanjian Kerjasama

Naskah-naskah berupa perjanjian kerjasama perjanjian
antara Kementerian Pertanian dengan pihak lain sebagai
tindak lanjut dari atau tanpa didasari oleh kesepakatan
bersama atau nota kesepahaman yang mengatur
mengenai hubungan kerjasama Kementerian Pertanian
dengan pihak lain.

HK.300 Pembinaan dan Dokumentasi Hukum

HK.310

HK.320

Pembinaan Hukum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pembinaan hukum yang meliputi sosialisasi,
penyuluhan, seminar, lokakarya, workshop sampai
dengan laporan kegiatan pembinaan hukum.

Dokumentasi Hukum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengolahan,
penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum seperti

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan
Presiden, Keputusan Gubernur, dan peraturan-peraturan
lain yang dijadikan referensi, pengembangan sistem
jaringan dan dokumentasi hukum.

HK.400 Bantuan/Konsultasi/Advokasi Hukum

HK.410

HK.420

HK.430

Perdata

Naskah-naskah yang berkaitan bantuan/konsultasi/
advokasi dalam penyelesain kasus/sengketa perdata
mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai dengan
vonis.

Tata Usaha Negara

Naskah-naskah yang berkaitan bantuan/konsultasi/
advokasi dalam penyelesaian urusan tata usaha negara
mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai dengan
vonis.

Pengujian Materiil (Judicial Review)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengujian
materiil peraturan perundang-undangan di bidang
pertanian oleh Makamah Konstitusi (MK)/Mahkamah
Agung (MA).
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HK.500 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

HK.510

HK.520

HK.530

HK.540

HK.550

HK.560

Hak Cipta

Naskah-naskah yang berkaitan dengan hak cipta mulai
dari permohonan, penolakan, penghapusan, pembatalan,
penarikan, lisensi, pengalihan hak, perubahan nama dan
alamat, pelanggaran/ penegakan hukum di bidang hak
cipta, pendapat hukum di bidang hak cipta, surat tanda
pendaftaran ciptaan, petikan, ralat.

Hak Paten

Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas/dokumen
permohonan, termasuk pemeriksaan, publikasi dan
oposisi, penolakan, penghapusan, pembatalan,
penarikan, lisensi, pengalihan hak, perubahan nama dan
alamat, pelanggaran/ penegakan dan pendapat hukum di
bidang paten, sertifikat, petikan, ralat.

Hak Merk

Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas/dokumen
permohonan, termasuk pemeriksaan, publikasi dan
oposisi, penolakan, penghapusan, pembatalan,
penarikan, lisensi, pengalihan hak, perubahan nama dan
alamat, pelanggaran/ penegakan dan pendapat hukum di
bidang merk, sertifikat, petikan, ralat.

Varietas Tanaman

Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas/dokumen
permohonan, termasuk pemeriksaan, publikasi dan
oposisi, penolakan, penghapusan, pembatalan,
penarikan, lisensi, pengalihan hak, perubahan nama dan
alamat, pelanggaran/ penegakan dan pendapat hukum di
bidang varietas tanaman, sertifikat, petikan, ralat.

Hak Desain Industri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas/dokumen
permohonan, termasuk pemeriksaan, publikasi dan
oposisi, penolakan, penghapusan, pembatalan,
penarikan, lisensi, pengalihan hak, perubahan nama dan
alamat, pelanggaran/ penegakan dan pendapat hukum di
bidang desain industri, sertifikat, petikan, ralat.

Rahasia Dagang

Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas/dokumen
permohonan, termasuk pemeriksaan, publikasi dan
oposisi, penolakan, penghapusan, pembatalan,
penarikan, lisensi, pengalihan hak, perubahan nama dan
alamat, pelanggaran/ penegakan dan pendapat hukum di
bidang rahasia dagang, sertifikat, petikan, ralat.
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KL

HK.570

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas/dokumen
permohonan, termasuk pemeriksaan, publikasi dan
oposisi, penolakan, penghapusan, pembatalan,
penarikan, lisensi, pengalihan hak, perubahan nama dan
alamat, pelanggaran/ penegakan dan pendapat hukum di
bidang desain tata letak sirkuit terpadu, sertifikat,
petikan, ralat.

KERJASAMA LUAR NEGERI
KL.000 Kerjasama Bilateral

KL.100

KL.010

KL.020

KL.030

KL.040

KL.050

Asia Pasifik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama luar
negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan
negara-negara di kawasan negara asia pasifik.

Amerika
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama luar

negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan
negara-negara di kawasan negara amerika.

Eropa
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama luar

negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan
negara-negara di kawasan negara eropa.

Afrika
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama luar

negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan
negara-negara di kawasan negara afrika.

Timur Tengah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama luar
negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan
negara-negara di kawasan negara timur tengah.

Kerjasama Regional

KL.110

KL.120

ASEAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama luar
negeri di bidang  pertanian secara regional dengan
lembaga ASEAN.

NON- ASEAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama luar
negeri di bidang  pertanian secara regional dengan
lembaga Non ASEAN.
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KL.130 Intra Kawasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama luar
negeri di bidang  pertanian secara regional dengan
lembaga intra kawasan.

KL.200 Kerjasama Multilateral
KL.210 PBB

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama luar
negeri di bidang pertanian secara multilateral dengan
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bidang pangan dan
pertanian.

KL.220 Organisasi Internasional Pemerintah dan Non Pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama luar
negeri di bidang pertanian secara multilateral dengan
organisasi  internasioanal pemerintah dan non
pemerintah.

KL.230 Administrasi Perencanaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama luar
negeri di bidang pertanian secara multilateral dibidang
administrasi perencanaan Pinjaman dan Hibah Luar
Negeri (PHLN)

HM HUBUNGAN MASYARAKAT
HM.000 Keprotokolan
HM.010 Agenda Pimpinan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
perencanaan, penjadwalan dan pelaksanaan
agenda pimpinan antara lain agenda rapat
pimpinan, jadwal kegiatan pimpinan dan
sebagainya.

HM.020 Kunjungan

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan kegiatan
kunjungan dinas dalam dan luar negeri serta
kunjungan dari masyarakat.

HM.100 Dokumentasi dan Penyajian Informasi Kelembagaan
HM.110 Dokumentasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan,
pengolahan, dan penyajian data kegiatan dinas
pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa
penting dalam berbagai media seperti : foto, video,
rekaman suara, multimedia.
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HM.

HM.

HM.

HM.

HM.

HM.

HM.

HM.

120 Publikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan publikasi/
penyebarluasan informasi antara lain poster, buletin,
leaflet, booklet, brosur, spanduk.

130 Informasi Publik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan keterbukaan
informasi publik

140 Penerbitan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
penerbitan buletin/ majalah/ jurnal/ surat kabar/
naskah sumber/ karya ilmiah dan populer serta kegiatan
lain semacamnya mulai dari perencanaan sampai
penyebaran.

150 Pameran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
pameran pembangunan pertanian daerah, nasional,
regional dan internasional dan kegiatan lain semacamnya
mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi dan
laporan.

160 Pers/ Media Massa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
penerangan yang dilakukan melalui media masa seperti
surat kabar, radio, TV, dan lain semacamnya berupa:
wawancara, konferensi pers/ press release dan
pemberitaan lain.

170 Pendapat umum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
pendapat para pakar, birokrat, dan organisasi
masyarakat di bidang pertanian mengenai pembangunan
pertanian termasuk melakukan counter berita, kliping,
internet dan kegiatan lain semacamnya.

180 Bahan/Materi Pidato Pimpinan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan bahan/materi
pidato pimpinan.

190 Perpustakaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah kegiatan
perpustakaan lingkup Kementerian Pertanian dan

kegiatan lain semacamnya termasuk tatalaksana
perpustakaan.

HM.200 Hubungan Antar Lembaga

HM.210 Lembaga Tertinggi Dan Tinggi Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
hubungan dengan lembaga tertinggi dan tinggi negara
seperti kegiatan rapat dengan MPR, rapat kerja, rapat
dengar pendapat/ hearing dengan DPR.
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HM.210 Lembaga Pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
hubungan antar Kementerian/ Lembaga Negara (K/L)
dan Pemerintah Daerah (Pemda).

HM.220 Organisasi Sosial/ LSM

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
hubungan antar lembaga dengan organisasi
kemasyarakatan.

HM.230 Perusahaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
hubungan antar lembaga dengan pihak perusahaan
(BUMN, BUMD dan Swasta.)

HM.240 Perguruan Tinggi/ Sekolah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
hubungan antar lembaga dengan perguruan tinggi/
sekolah termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda
(PSG) orientasi lapangan dan Praktek Kerja Lapangan
(PKL).

HM.250 Asosiasi/ Organisasi Profesi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
hubungan antar lembaga dengan Asosiasi/ Organisasi
Profesi misalnya Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
(HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI),
Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) dan lain
sebagainya yang kegiatannya berhubungan
pembangunan pertanian.

HM.260 Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
Bakohumas.

KU KEUANGAN
KU.000 Pelaksanaan Anggaran
KU.010 Pejabat Pengelola Keuangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pejabat pengelola
keuangan berupa penetapan : Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA), kuasa pengguna Barang/jasa, Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), pejabat pembuat daftar gaji, pejabat
penandatanganan  SPM, bendahara  penerimaan/
pengeluaran, dan pengelola barang.

KU.020 Pendapatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendapatan
Kementerian Pertanian yang terdiri dari : Surat Setoran
Pajak (SSP), dana bagi hasil yang bersumber dari pajak,
Penerimaan Sisa Anggaran Lebih dan saldo kas atau
Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), Bunga dan
atau jasa giro pada bank, piutang negara, pengelolaan
investasi, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
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KU.030

KU.040

KU.050

KU.060

KU.070

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP).

Belanja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan
pengeluaran anggaran, mulai dari Surat Permintaan
Pembayaran (SPP-GU (Ganti Uang), SPP-LS (Langsung),
SPP- UP (Uang Persediaan), SSP-TUP (Tambahan Uang
Persediaan), Surat Perintah Membayar (SPM) sampai
dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pembukuan Keuangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembukuan
keuangan yang meliputi : Buku Kas Umum (BKU), Buku
Kas Pembantu (BKP), Buku/Kartu Pengawasan Kredit
Anggaran, dan Rekening Koran Bank, Berita Acara
Pemeriksaan Kas, Kas/Register Penutupan Kas,
Laporan Pendapatan Negara, dan Laporan Keadaan
Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/ Triwulan/ Semesteran,
Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan KPPN.

Penggajian dan Tunjangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanan
pembayaran gaji pegawai berupa daftar gaji pegawai,
kartu gaji dan bukti pembayarannya serta tunjangan
pegawai.

Rekening Pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekening
pemerintah.

KU.100 Laporan Keuangan

KU.110

KU.120

KU.130

Laporan Keuangan Bulanan

Naskah-Naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan
penetapan laporan keuangan bulanan yang terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan
Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Keuangan Triwulanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan
penetapan laporan keuangan triwulanan yang terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Keuangan Semesteran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan
penetapan laporan keuangan semesteran yang terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
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KU.140 Laporan Keuangan Tahunan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan
penetapan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan
Atas Laporan Keuangan (CALK) baik audited maupun
unaudited.

KU.200 Bantuan/ Pinjaman Luar Negeri

Naskah Dinas yang berkaitan dengan bantuan/pinjaman
Kementerian Pertanian dari Luar Negeri antara lain meliputi
Dokumen Permohonan Pinjaman Luar Negeri (Blue Book),
Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Grey
Book), Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU),
Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, Aplikasi
Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN), Otorisasi Penarikan
Dana (Payment Advice), Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar
Negeri, Replenishment (Permintaan Penarikan Dana Dari Negara
Donor), Report/Laporan, dan sebagainya.

KU.300 Pertanggungjawaban Keuangan Negara
KU.310 Laporan Hasil Pemeriksaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan
tindak lanjutnya.

KU.320 Dokumen Penyelesaian Keuangan Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

KP KEPEGAWAIAN
KP.000 Perencanaan Kebutuhan Pegawai
KP.010 Analisis Jabatan/ Beban Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan
analisis jabatan, peta jabatan, informasi jabatan dan
beban kerja.

KP.020 Formasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan

formasi mulai dari undangan rapat, usulan, persetujuan
sampai dengan penetapan formasi oleh Menpan.

KP.030 Data Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan data pegawai,
Daftar Riwayat Hidup (DRH), Daftar Nominatif, Daftar
Urut Kepangkatan (DUK).
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KP.100 Pengadaan Pegawai

KP.200

KP.110

KP.120

KP.130

Penerimaan Pegawai

Naskah-naskah  yang  berkaitan dengan  proses
penerimaan pegawai mulai dari pengumuman, seleksi
administrasi, pemanggilan peserta, pelaksanaan ujian,
keputusan hasil ujian, wawancara sampai dengan
penetapan pengumuman kelulusan.

Pengangkatan CPNS

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan
CPNS mulai nota usul pengangkatan sampai dengan
penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil

Pengangkatan PNS

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan
PNS mulai nota usul pengangkatan sampai dengan

penerbitan Surat Keputusan  Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil.

Pengangkatan dan Kepangkatan

KP.210

KP.220

KP.230

KP.240

KP.250

Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan
pangkat/ golongan/ jabatan struktural.

Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan
pangkat/ golongan/ jabatan fungsional termasuk
naskah-naskah yang berkaitan dengan Penetapan Angka
Kredit (PAK) pejabat fungsional mulai dari pengajuan dan
penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
sampai dengan penetapan hasil penilaian angka kredit
berupa PAK dan Hasil Perolehan Angka Kredit (HAPAK).

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan
Struktural

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan
dan pemberhentian dalam jabatan struktural mulai dari
usul sampai dengan penetapan SK.

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan
Fungsional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan
dan pemberhentian dalam jabatan fungsional mulai dari
usul sampai dengan penetapan SK.

Alih Tugas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan alih tugas
pegawai yang diperbantukan, dipekerjakan, ditugaskan
sementara, mutasi antar perwakilan, mutasi ke dan dari
perwakilan, pemindahan sementara, mutasi antar unit
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KP.260

KP.270

KP.280

KP.290

mulai dari usulan, nota persetujuan/ pertimbangan
Badan Kepegawaian Negara (BKN) sampai dengan
penetapan.

Mutasi Keluarga

Naskah-naskah yang berkaitan dengan wusulan dan
penetapan penyesuaian tunjangan pegawai meliputi
surat izin pernikahan/ perceraian, surat penolakan izin
pernikahan/ perceraian, surat nikah/ cerai, akta
kelahiran anak, surat keterangan meninggal dunia.

Peninjauan Masa Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan
masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji mulai dari
usul sampai dengan penetapannya termasuk kenaikan
gaji berkala (KGB).

Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/ Kedudukan
Hukum Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan usul penetapan
perubahan data dasar/ status/ kedudukan hukum
pegawai.

Baperjakat

Naskah-naskah  yang  berkaitan dengan  proses
pertimbangan  jabatan dan = pangkat, termasuk

didalamnya promosi jabatan/ lelang jabatan pimpinan
tinggi

KP.300 Pembinaan Karier Pegawai

KP.310

KP.320

KP.330

Diklat/Kursus/Ujian Dinas/Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian [jazah Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan
karir pegawai berupa diklat/kursus/ujian dinas/Ujian
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah mulai dari
penerbitan surat perintah/surat tugas/ surat izin,
laporan kegiatan pengembangan diri sampai dengan
penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan
(STTPL).

Tugas Belajar

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan
karir pegawai berupa tugas belajar mulai dari usulan
sampai dengan penerbitan keputusan penetapan tugas
belajar, dan laporan berkala pelaksanaan tugas belajar.

Izin Belajar Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan
karir pegawai berupa izin belajar mulai dari usulan
sampai dengan penerbitan keputusan surat izin belajar,
laporan berkala pelaksanaan tugas belajar.
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KP.340

KP.350

KP.360

KP.370

Penilaian Kinerja Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan usul dan
penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

Kompetensi Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan
standar Kompetensi pegawai sampai dengan penilaian
kompetensi pegawai.

Perselisihan/ Sengketa Kepegawaian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan
perselisihan/sengketa Kepegawaian mulai dari proses
pengajuan sampai dengan penetapan termasuk
pengajuan keberatan pegawai.

Disiplin Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan
pemantauan disiplin pegawai berupa Daftar Hadir ,
Rekapitulasi Daftar Hadir serta laporan disiplin pegawai

KP.400 Administrasi Pegawai

KP.500

KP.410

KP.420

KP.430

Pelaksana Tugas/Harian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
penunjukan pejabat pelaksana tugas dan pelaksana
harian.

Kartu Identitas Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan identitas pegawai
berupa kartu pegawai (Karpeg), kartu istri (Karis), kartu
suami (Karsu).

Keterangan Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan keterangan
pegawai berupa keanggotaan organisasi profesi/
kedinasan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN), Laporan Pajak Penghasilan Pribadi
(LP2P), Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan
Pegawai (KP4).

Kesejahteraan Pegawai

KP.510

KP.520

Pemeliharaan Kesehatan Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas layanan
kesehatan pegawai seperti General Check Up, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dsb.

Tabungan Pensiun (Taspen)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembuatan kartu
dan layanan Taspen.
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KP.600

KP.530

KP.540

KP.550

KP.560

KP.570

KP.580

KP.590

Tabungan Perumahan (Bapetarum)

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan layanan
tabungan perumahan.

Dana Sosial

Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan dana
sosial.

Pakaian Dinas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pakaian dinas.
Pengurusan Jenazah

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan layanan
pengurusan jenazah.

Olahraga dan Rekreasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan olahraga
dan rekreasi, capacity building.

Cuti
Naskah-naskah yang berkaitan dengan cuti pegawai yang
meliputi cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti

tahunan, cuti alasan penting, Cuti Di luar Tanggungan
Negara (CTLN) mulai dari usul sampai dengan penetapan.

Penghargaan dan Tanda Jasa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian
penghargaan berupa piagam/ tanda jasa (Bintang
Satyalencana dan sejenisnya) mulai dari surat usulan
sampai dengan penetapan dan penyerahan.

Pemberhentian Pegawai

KP.610

KP.620

KP.630

Dengan Hormat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian
pegawai dengan hormat karena meninggal dunia, atas
permintaan sendiri, penyederhanaan organisasi, tidak
cakap jasmani dan rohani mulai dari pengajuan
permohonan sampai dengan dikeluarkannya SK
pemberhentian.

Dengan Tidak Hormat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian
pegawai dengan tidak hormat karena melanggar
sumpah/ janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/ janji
jabatan, dihukum ©penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan
dikeluarkannya SK Pemberhentian.

Pensiun

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pensiun pegawai,
pensiun janda/duda.
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KP.700 Berkas Perorangan
KP.710 Berkas Perorangan Pegawai Negeri Sipil

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan berkas
perorangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dari nota
penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan kelengkapan
sampai dengan pensiun

KP.720 Berkas Perorangan Pejabat Negara

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan berkas
perseorangan pejabat negara yang terdiri dari menteri
dan jabatan yang setingkat menteri, pejabat negara lain
yang ditentukan oleh undang-undang.

PW PENGAWASAN
PW.000 Perencanaan Kebijakan dan Laporan Pengawasan
PW.010 Perencanaan Pengawasan

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan rencana
pengawasan mulai dari penyusunan, penetapan sampai
dengan pemantauan rencana dan program pengawasan.

PW.020 Kerjasama Pengawasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama
pengawasan mulai dari penyusunan sampai dengan
penetapan kerjasama pengawasan.

PW.030 Laporan Hasil Pemeriksaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan
ikhtisar laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian
semesteran dan tahunan baik yang disampaikan
kementerian PAN dan RB, BPKP, dan UKP4 serta
tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

PW.100 Pemeriksaan (Audit)
PW.110 Reviu RKA-KL

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan
reviu RKA-KL yang meliputi penyusunan dan penetapan
rencana pemeriksaan, surat menyurat, surat penugasan,
pelaksanaan reviu RKA-KL sampai dengan laporan RKA-
KL.

PW.120 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan
Pemeriksaan Khusus

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan
Pemeriksaaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan
khusus, gratifikasi dan benturan kepentingan yang
meliputi  penyusunan dan = penetapan = rencana
pemeriksaan, surat menyurat, surat penugasan, sampai
dengan laporan.
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PW.130 Pemeriksaan Kinerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan
pemeriksaaan kinerja yang meliputi penyusunan dan
penetapan rencana pemeriksaan, surat menyurat, surat
penugasan, sampai dengan laporan.

PW.140 Pemeriksaan Keuangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan
pemeriksaaan keuangan yang meliputi penyusunan dan
penetapan rencana pemeriksaan, surat menyurat, surat
penugasan, pelaksanaan reviu Laporan Keuangan
sampai dengan laporan reviu laporan keuangan.

PW.150 Pemeriksaan BMN dan Hibah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan
pemeriksaaan Barang Milik Negara dan Hibah yang
meliputi  penyusunan dan  penetapan = rencana
pemeriksaan, surat menyurat, surat penugasan, sampai
dengan laporan.

PW.160 Pemeriksaan LAKIP

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang
meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai
dengan laporan.

PW.170 Evaluasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi atas
suatu kegiatan seperti evaluasi kinerja dan evaluasi
strategis yang meliputi surat penugasan, surat menyurat
sampai dengan laporan.

PW.200 Pemantauan
PW.210 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi
Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi
(TGR) seperti ; Laporan kehilangan, Berita Acara
kehilangan barang/uang, SK  tanggung  jawab
mutlak/surat kesanggupan untuk mengganti ke Kas
Negara, SK penghapusan uang dan barang sampai
laporan penyelesaian TP-TGR.

PW.220 Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLLHP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan
tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI,
atau LHP lainnya yang ditindak lanjuti sampai dengan
pelaporan.
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TI

PW.230 Penerapan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan
fasilitasi kepada Unit Kerja terhadap pengelolaan
keuangan negara sampai dengan laporan.

PW.300 Pengawasan Masyarakat
PW.310 Internal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaduan-
pengaduan masyarakat yang datang dari internal
Kementerian Pertanian sampai dengan laporan
penyelesaiannya.

PW.320 Eksternal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaduan-
pengaduan masyarakat yang datang dari eksternal
Kementerian Pertanian sampai dengan laporan
penyelesaiannya.

PW.400 Sistem Pengendalian Intern

PW.410 Pembinaan Komitment Anti Korupsi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembinaan
Komitment Anti Korupsi antar lain meliputi Sosialisasi
Anti Korupsi, Kampanye Anti Korupsi, Program dan
kegiatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), penilaian
dan penetapan WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM), penetapan pejabat anti korupsi dan
sebagainya.

PW.420 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan  Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), mulai dari
persiapan, pelaksanaan, penilaian, penetapan unit kerja
terbaik. Satlak PI, pembina SPI terbaik dan pemantauan
dan pelaporan dan sebagainya.

PW.430 Pengelolaan Gratifikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan
gratifikasi mulai dari persiapan, koordinasi, pelaksanaan,
pengadministrasian, penyetoran, tindak lanjut atas
pelaporan penerimaan gratifikasi, penghargaan dan
sanksi serta pelaporan dan sebagainya.

DATA DAN SISTEM INFORMASI

TI.O00 Data dan Informasi Komoditas Pertanian

TI.O10 Tanaman Pangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan,
pengumpulan, penyediaan dan pelayanan serta
pengelolaan data dan informasi tanaman pangan.
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TI.0O20

TI.0O30

TI.040

TI.0OS0

TI.060

Hortikultura

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan,
pengumpulan, penyediaan dan pelayanan serta
pengelolaan data dan informasi hortikultura.

Perkebunan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan,
pengumpulan, penyediaan dan pelayanan serta
pengelolaan data dan informasi perkebunan.

Peternakan dan Kesehatan Hewan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan,
pengumpulan, penyediaan dan pelayanan serta
pengelolaan data dan informasi peternakan dan
kesehatan hewan.

Sarana dan Prasarana Pertanian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan,
pengumpulan, penyedian dan  pelayanan = serta
pengelolaan data dan informasi lahan dan sarana
pertanian, meliputi data lahan, data irigasi data teknologi
pertanian, data sumberdaya manusia pertanian, meliputi
data tenaga kerja, penyuluh, pertani, kelompok tani,
kemiskinan, dan data iklim, serangan organisme
pengganggu tumbuhan, perbenihan serta pupuk
pestisida.

Sosial Ekonomi Pertanian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan,
pengumpulan, penyedian dan  pelayanan = serta
pengelolaan data dan informasi ekonomi pertanian,
meliputi data nilai tukar petani, produk domestik bruto,
investasi ekspor dan import pertanian, pembiayaan,
konsumsi dan kesejahteraan serta moneter.

TI.100 Sistem Informasi

TI.110

TI.120

TI.130

Sistem Jaringan Komputer

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan,
pengembangan dan  pengelolaan sitem  jaringan
komputer.

Aplikasi Sistem Informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan,
pengembangan dan sosialisasi aplikasi sistem informasi.

Aplikasi Multimedia dan Website

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan,
pengembangan dan sosialisasi aplikasi multimedia dan
website.
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BAB III

KLASIFIKASI ARSIP FUNGSI SUBTANTIF

SR PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

SR.000 Perluasan dan Pengelolaan Lahan

SR.100

SR.010

SR.020

SR.030

SR.040

Basis Data Lahan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
penyajian data lahan.

Pengendalian Lahan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengendalian lahan.

Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.

Perluasan Kawasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, peternakan.

Pengelolaan Air Irigasi

SR.110

SR.120

SR.130

SR.140

SR.150

SR.160

Pengembangan Sumber Air

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengembangan sumber air permukaan dan air tanah.

Pengembangan Jaringan Air

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengembangan jaringan air.

Optimasi Air

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan optimasi
air.

Iklim

Naskah-naskah yang berkaitan dengan iklim dan
dampaknya.

Konservasi Air dan Lingkungan Hidup

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
konservasi air dan lingkungan hidup.

Kelembagaan Pengelolaan Air

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelembagaan
pengelolaan air.
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SR.200 Pembiayaan Pertanian

SR.300

SR.210

SR.220

SR.230

SR.240

SR.250

Pembiayaan Program

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pembiayaan program dan pengembangan usaha
agribisnis perdesaan.

Pembiayaan syariah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pembiayaan syariah.

Pembiayaan Agribisnis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pembiayaan Agribisnis

Pemberdayaan Agribisnis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pemberdayaan agribisnis.

Kelembagaan Agribisnis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
kelembagaan agribisnis.

Pupuk dan Pestisida

SR.310

SR.320

SR.330

SR.340

SR.350

Pupuk Organik dan Pembenah Tanah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan
pupuk organik dan pembenah tanah dalam bidang
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Pupuk Anorganik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
penyediaan pupuk anorganik dalam bidang tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan.

Pestisida

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pestisida kimia
dan pestisida hayati.

Pengawasan Pupuk

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengawasan pupuk.

Pengawasan Pestisida

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengawasan pestisida.

SR.400 Alat dan Mesin Pertanian

SR.410

Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengembangan alat dan mesin pertanian dalam bidang
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan.
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SR.420

SR.430

SR.440

Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian
dalam bidang tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan.

Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pelayanan alat dan mesin pertanian.

Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
kelembagaan mesin pertanian.

TP TANAMAN PANGAN

TP.000 Perbenihan Tanaman Pangan

TP.100

TP.010

TP.020

TP.030

TP.040

TP.050

TP.060

Penilaian Varietas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
penilaian varietas.

Pengawasan Mutu Benih

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengawasan mutu benih.

Produksi Benih Serealia

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi
benih serealia yang meliputi padi dan serealia non padi.

Produksi Benih Aneka Kacang

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi
benih aneka kacang.

Produksi Benih Aneka Umbi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi
benih aneka umbi.

Kelembagaan Benih

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelembagaan
produksi dan kelembagaan pengawasan.

Budidaya Serealia

TP.110

TP.120

TP.130

Padi Irigasi

Naskah-naskah yang ©berkaitan dengan kegiatan
budidaya padi irigasi.

Padi Rawa

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan kegiatan
budidaya padi rawa.

Padi Tadah Hujan

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan kegiatan
budidaya padi tadah hujan.
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TP.200

TP.300

TP.400

TP.140

TP.150

TP.160

Padi Lahan Kering

Naskah-naskah yang ©berkaitan dengan kegiatan
budidaya padi lahan kering.

Intensifikasi dan pengembangan Jagung

Naskah-naskah yang ©berkaitan dengan kegiatan
intensifikasi dan pengembangan budidaya jagung.

Intensifikasi dan pengembangan Serealia Lain

Naskah-naskah yang ©berkaitan dengan kegiatan
intensifikasi dan pengembangan budidaya serealia lain.

Budidaya Aneka kacang dan umbi

TP.210

TP.220

TP.230

TP.240

Kedelai

Naskah-naskah yang ©berkaitan dengan kegiatan
budidaya kedelai.

Ubi Kayu

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan kegiatan
budidaya ubi kayu.

Aneka Kacang

Naskah-naskah yang ©berkaitan dengan kegiatan
budidaya aneka kacang.

Aneka Umbi

Naskah-naskah yang ©berkaitan dengan kegiatan
budidaya aneka umbi.

Perlindungan Tanaman Pangan

TP.310

TP.320

TP.330

Organisme Pengganggu Tumbuhan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisme
pengganggu tumbuhan.

Dampak Perubahan Iklim

Naskah-naskah yang berkaitan dengan adaptasi dan
mitigasi dampak perubahan iklim.

Pengendalian Hama Terpadu

Naskah-naskah yang ©berkaitan dengan kegiatan
pengendalian hama terpadu.

Pascapanen Tanaman Pangan

TP.410

TP.410

Teknologi Pasca Panen Tanaman Pangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan teknologi
pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan
aneka kacang, aneka umbi, dan lain-lain.

Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan sarana
pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan
aneka kacang, aneka umbi, dan lain-lain.
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HR HORTIKULTURA

HR.0O00 Perbenihan Hortikultura

HR.010

HR.020

HR.030

HR.040

HR.050

HR.060

Perbenihan Tanaman Buah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perbenihan
tanaman buah.

Perbenihan Tanaman Sayuran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perbenihan
tanaman sayuran.

Perbenihan Tanaman Obat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perbenihan
tanaman obat.

Perbenihan Tanaman Florikultura

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perbenihan
tanaman florikultura.

Penilaian Varietas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
penilaian varietas.

Pengawasan Mutu Benih

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengawasan mutu benih.

HR.100 Teknologi Budidaya
HR.110 Tanaman Buah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
teknologi budidaya tanaman pohon buah antara lain:
tanaman pohon, tanaman perdu, tanaman terna,
tanaman merambat.

HR.120 Tanaman Sayur

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
teknologi budidaya tanaman sayur antara lain: sayuran
buah, daun dan umbi.

HR.130 Tanaman Obat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
teknologi budidaya tanaman obat dan jamur.

HR.140 Tanaman Florikultura

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
teknologi budidaya tanaman florikultura antara lain:
tanaman daun, tanaman bunga potong, tanaman pot
dan tanaman lanskap.
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HR.200 Bimbingan Usaha Budidaya

HR.210 Tanaman Buah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
bimbingan usaha budidaya tanaman pohon buah antara
lain: tanaman pohon, tanaman perdu, tanaman terna,
tanaman merambat.

HR.220 Tanaman Sayur

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
bimbingan usaha budidaya tanaman sayur antara lain:
sayuran buah, daun dan umbi.

HR.230 Tanaman Obat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
bimbingan usaha budidaya tanaman obat dan jamur.

HR.240 Tanaman Florikultura

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
bimbingan usaha budidaya tanaman florikultura antara
lain: tanaman daun, tanaman bunga potong, tanaman
pot dan tanaman lanskap.

HR.300 Teknologi Pascapanen

HR.400

HR.300 Tanaman Buah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
teknologi pascapanen tanaman pohon buah antara lain:
tanaman pohon, tanaman perdu, tanaman terna,
tanaman merambat.

HR.310 Tanaman Sayur

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
teknologi pascapanen tanaman sayur antara lain:
sayuran buah, daun dan umbi.

HR.320 Tanaman Obat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
teknologi pascapanen tanaman obat dan jamur.

HR.330 Tanaman Florikultura

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
teknologi Pascapanen tanaman florikultura antara lain:
tanaman daun, tanaman bunga potong, tanaman pot
dan tanaman lanskap.

Sarana Pascapanen
HR.410 Tanaman Buah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sarana
pascapanen tanaman pohon buah antara lain: tanaman
pohon, tanaman perdu, tanaman terna, tanaman
merambat.
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HR.420 Tanaman Sayur

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
sarana pascapanen Tanaman sayur antara lain:
sayuran buah, daun dan umbi.

HR.430 Tanaman Obat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sarana
pascapanen tanaman obat dan jamur.

HR.440 Tanaman Florikultura

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sarana
pascapanen tanaman florikultura antara lain: tanaman
daun, tanaman bunga potong, Tanaman pot dan
tanaman lanskap.

HR.500 Teknologi Perlindungan Hortikultura
HR.510 Tanaman buah

HR.600

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
teknologi perlindungan tanaman pohon buah antara
lain: tanaman pohon, tanaman perdu, tanaman terna,
tanaman merambat.

HR.520 Tanaman Sayuran

HR.530

HR.540

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
teknologi perlindungan tanaman sayur antara lain:
sayuran buah, daun dan umbi.

Tanaman Obat.

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
teknologi perlindungan tanaman obat dan jamur.

Tanaman Florikultura

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
teknologi perlindungan tanaman florikultura antara lain:
tanaman daun, tanaman bunga potong, tanaman pot
dan tanaman lanskap.

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Hortikultura

HR.610

HR.620

HR.630

Tanaman Buah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengendalian organisme pengganggu tanaman pohon
buah antara lain: tanaman pohon, tanaman perdu,
tanaman terna, tanaman merambat.

Tanaman Sayuran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengendalian organisme pengganggu tanaman sayuran
antara lain: sayuran buah, daun dan umbi.

Tanaman Obat.

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengendalian organisme pengganggu tanaman obat dan
jamur.
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HR.640 Tanaman Florikultura

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengendalian organisme pengganggu tanaman
florikultura antara lain: tanaman daun, tanaman bunga
potong, tanaman pot dan tanaman.

HR.700 Dampak Perubahan Iklim
HR.710 Dampak iklim dan Persyaratan Teknis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
dampak iklim dan persyaratan teknis

PP PENGOLAHAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN (PPHP)
PP.000 Pengolahan Hasil Pertanian

PP.100

PP.010 Tanaman Pangan

PP.020

PP.030

PP.040

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengolahan hasil
serealia dan aneka kacang dan aneka umbi.

Hortikultura

Naskah yang berkaitan dengan pengolahan hasil
tanaman buah dan sayuran tanaman florikultura dan
tanaman obat.

Perkebunan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengolahan hasil
tanaman semusim dan tanaman tahunan.

Peternakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengolahan hasil
ruminansia dan non ruminansia.

Mutu dan Standarisasi

PP.110

PP.120

PP.130

Standardisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Naskah-naskah yang berkaitan dengan standardisasi
tanaman pangan dan hortikultura.

Standardisasi Perkebunan dan Peternakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan standardisasi
perkebunan dan peternakan.

Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerapan dan
pengawasan jaminan mutu tanaman pangan dan
hortikultura, perkebunan dan peternakan.

PP.140 Akreditasi dan Kelembagaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan akreditasi dan
kelembagaan standarisasi tanaman pangan dan
hortikultura, perkebunan dan peternakan.
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PP.200

PP.300

PP.400

PP.150

Kerjasama dan Harmonisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama dan
harmonisasi standarisasi tanaman pangan dan
hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Pengembangan Usaha dan Investasi

PP.210

PP.220

PP.230

Kemitraan dan Kewirausahaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kemitraan,
kewirausahaan dan ekonomi kreatif.

Investasi

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan investasi
tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan
peternakan.

Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan promosi dalam
negeri dan luar negeri berupa kegiatan peningkatan daya
saing, eksebisi dan expo.

Pemasaran Domestik

PP.310

PP.320

PP.330

PP.340

Informasi Pasar

Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis dan
desiminasi informasi pasar.

Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan
pasar dan stabilisasi harga.

Sarana dan Kelembagaan Pasar

Naskah-naskah yang berkaitan dengan sarana pasar dan
kelembagaan pasar.

Jaringan Pemasaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan akses pasar dan
sarana pemasaran.

Pemasaran Internasional

PP.410

PP.420

PP.430

Analisis dan Pengembangan Ekspor

Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis ekspor
dan pengembangan ekspor.

Pemasaran Bilateral

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemasaran
bilateral di wilayah asia pasifik, amerika, afrika, timur
tengah, dan eropa.

Pemasaran Regional dan Multilateral

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemasaran
regional dan multilateral.
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PP.440 Kerjasama Komoditi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama
komoditi regional dan kerjasama komoditi multilateral
dan bilateral.

KB PERKEBUNAN

KB.000

KB.100

KB.200

KB.300

Perbenihan
KB.010 Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian varietas
dan pengawasan mutu benih.

KB.020 Produksi Benih

Naskah-naskah yang berkaitan dengan produksi benih
tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, dan
tanaman tahunan

KB.030 Kelembagaan Benih

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelembagaan
produksi dan kelembagaan pengawasan.

Budidaya Perkebunan
KB.110 Tanaman Semusim

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan dan
penerapan teknologi budidaya tanaman semusim.

KB.120 Tanaman Tahunan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan dan
penerapan teknologi budidaya tanaman rempah dan
penyegar.

KB.130 Tanaman Rempah dan Penyegar

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan dan
penerapan teknologi budidaya tanaman tahunan.

Perlindungan Perkebunan
KB.210 Organisme Pengganggu Tumbuhan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisme
pengganggu tumbuhan.

KB.220 Iklim dan Pencegahan Kebakaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dampak
perubahan iklim dan pencegahan kebakaran.

Pascapanen Perkebunan
KB.310 Tanaman Semusim

Naskah-naskah yang berkaitan dengan teknologi dan
penerapan pascapanen tanaman semusim.
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KB.320 Tanaman Rempah dan Penyegar

Naskah-naskah yang berkaitan dengan teknologi dan
penerapan pascapanen tanaman rempah dan penyegar.

KB.330 Tanaman Tahunan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan teknologi dan
penerapan pascapanen tanaman tahunan.

KB.400 Pembinaan Usaha
KB.410 Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan bimbingan usaha
perkebunan, dan perkebunan berkelanjutan.

KB.420 Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan gangguan usaha
perkebunan, dan penanganan konflik.

PK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PK.000 Perbibitan Ternak

PK.100

PK.010

PK.020

PK.030

PK.040

Produksi Bibit Ternak

Naskah-naskah yang berkaitan dengan bibit ternak
ruminansia dan non ruminansia.

Penilaian dan Pelepasan Bibit Ternak

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian dan
pelepasan bibit ternak.

Mutu Bibit ternak

Naskah-naskah yang berkaitan dengan sertifikasi,
pengawasan sampai dengan terbitnya rekomendasi dan
persetujuan pemasukan dan pengeluaran bibit ternak.

Pengembangan Bibit Ternak

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan
dan kelembagaan bibit ternak.

Pakan Ternak

PK.110

PK.120

Bahan Pakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan bahan pakan
yang berasal dari hewan dan tumbuhan termasuk
pelayanan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran
bahan pakan.

Pakan Hijauan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan budidaya pakan
hijauan.

39



PK.200

PK.300

PK.130

Pakan Olahan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengolahan
pakan olahan termasuk pelayanan pendaftaran pakan
ternak.

PK.140 Mutu Pakan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan mutu pakan yang
meliputi sertifikasi, pengawasan sampai dengan terbitnya
rekomendasi dan = persetujuan pemasukan dan
pengeluaran.

Budidaya Ternak

PK.210 Ternak Potong
Naskah-naskah yang berkaitan dengan budidaya ternak
potong meliputi: sapi, kerbau, domba, kambing, dll.

PK.220 Ternak Perah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan budidaya ternak
perah meliputi: sapi perah, kerbau perah, kambing
perah, dll.

PK.230 Ternak Unggas dan Aneka Ternak
Naskah-naskah yang berkaitan dengan budidaya ternak
unggas dan aneka ternak dan monogastrik.

PK.240 Usaha dan Kelembagaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan usaha dan
kelembagaan budidaya ternak meliputi Pemberdayaan
Masyarakat/ Lembaga (LM3), Sarjana Membangun Desa
(SMD), dll.

Kesehatan Hewan

PK.310 Pengamatan Penyakit
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengamatan
penyakit hewan meliputi: epidemiologi, ekonomi veteriner
dan penyidikan penyakit hewan.

PK.320 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pencegahan,
pemberantasan penyakit hewan dan rekomendasi Meat
Bone Meal (MBM,).

PK.330 Perlindungan Hewan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis resiko
penyakit eksotik dan kesiagaan darurat penyakit hewan.

PK.340 Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelembagaan dan
sumberdaya kesehatan hewan.
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PK.350

Pengawasan Obat Hewan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan mutu obat
hewan, peredaran obat hewan, pendaftaran obat hewan,
dan rekomendasi obat hewan.

PK.400 Kesehatan Masyarakat Veteriner

PK.410

PK.420

PK.430

PK.440

PK.450

Higiene Sanitasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerapan
higiene sanitasi dan inspeksi higiene sanitasi.

Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan
sanitary dan pengawasan keamanan produk hewan.

Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan zoonosis dan
kesejahteraan hewan.

Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengujian produk
hewan, registrasi sertifikasi rekomendasi dan
persetujuan pemasukan/ pengeluaran.

Pascapanen Hewan Ternak

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pascapanen
hewan ternak.

LB PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

LB.000 Penelitian dan Pengembangan

LB.010

LB.020

LB.030

LB.040

LB.050

Tanaman Pangan

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan kegiatan
penelitian dan pengembangan tanaman pangan.

Hortikultura

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan kegiatan
penelitian dan pengembangan hortikultura.

Perkebunan

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan kegiatan
penelitian dan pengembangan perkebunan.

Peternakan dan Kesehatan Hewan

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan kegiatan
penelitian dan pengembangan peternakan dan
kesehatan hewan.

Sosial Ekonomi dan Kebijakan pertanian

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan kegiatan
penelitian dan pengembangan sosial ekonomi dan
kebijakan pertanian.
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PV

LB.060 Sumberdaya lahan pertanian

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan kegiatan
penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan
pertanian.

LB.070 Bioteknologi

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan kegiatan
penelitian dan pengembangan bioteknologi pertanian.

LB.080 Mekanisasi Pertanian

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan kegiatan
penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian.

LB.090 Pascapanen Pertanian

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan kegiatan
penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian.

LB.100 Pengkajian Teknologi Spesifik Lokasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengkajian teknologi
spesifik lokasi.

LB.200 Pengelolaan alih teknologi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan alih teknologi pertanian .

LB.300 Publikasi dan Diseminasi Hasil Penelitian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyebarluasan hasil
penelitian melalui penerbitan prosiding, jurnal, warta, buletin,
temu teknis, temu teknologi, lokakarya, worshop, seminar, dan
pertemuan ilmiah lainnya.

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
PV.100 Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman
PV.110 Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Permohonan
Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

PV.120 Pengujian Perlindungan Varietas Tanaman

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengujian
perlindungan varietas tanaman.

Pemberian dan Penolakan Hak Perlindungan Varietas

PV.130
Tanaman

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian hak
perlindungan varietas tanaman.

PV.200 Pendaftaran Varietas Tanaman dan Sumberdaya Genetik
Tanaman
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PI

PV.210 Pendaftaran Varietas Lokal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendaftaran
varietas lokal.

PV.220 Pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendaftaran
Varietas Hasil Pemuliaan.

PV.230 Pendaftaran Sumberdaya Genetik Tanaman

Naskah-naskah yang berkaitan dengan  pendaftaran
varietas sumberdaya genetik tanaman.

PV.240 Pendaftaran Varietas Hortikultura

Naskah-naskah yang berkaitan dengan  pendaftaran
Varietas tanaman Hortikultura.

PERIZINAN PERTANIAN

P1.000

P1.100

P1.200

P1.300

P1.400

P1.500

Pestisida/obat-obatan pertanian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah pendaftaran
pestisida, analisis, rekomendasi, dan pemberian izin yang terkait
dengan pestisida/obat-obatan pertanian.

Pupuk

Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah pendaftaran,
analisis, rekomendasi, dan pemberian izin yang terkait dengan
pupuk organik, pupuk un-organik, pupuk hayati dan pembenah
tanah.

Tanaman Pangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah pendaftaran,
analisis, rekomendasi, dan pemberian izin usaha/ pemasukan/
pengeluaran benih/ bibit/ bahan tanaman dan sarana penelitian
di sektor tanaman pangan serta kegiatan produksi/budidaya lain
semacamnya.

Hortikultura

Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah pendaftaran,
analisis, rekomendasi, dan pemberian izin usaha/ pemasukan/
pengeluaran benih/bibit/bahan tanaman hortikultura.

Perkebunan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah pendaftaran,
analisis, rekomendasi, dan pemberian izin usaha/ pemasukan/
pengeluaran benih /bibit/bahan tanaman perkebunan.

Peternakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah pendaftaran,
analisis, rekomendasi, dan pemberian izin usaha/ pemasukan/
pengeluaran  bibit ternak, karkas, daging dan jeroan, pakan
ternak, obat hewan dan sumber daya genetik ternak.
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KR

P1.600

PI1.700

P1.800

Penelitian dan Pengembangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah pendaftaran,
analisis, rekomendasi, dan pemberian izin usaha/ pemasukan/
pengeluaran benih/ bibit/ bahan tanaman dan sarana penelitian
di sektor penelitian dan pengembangan.

Alat dan Mesin Pertanian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah pendaftaran,
analisis, rekomendasi, dan pemberian izin usaha/ pemasukan/
pengeluaran alat dan mesin pertanian.

Benih Tanaman dan Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman

Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah pendaftaran,
analisis, rekomendasi, dan pemberian izin usaha/ pemasukan/
pengeluaran Benih Tanaman dan SDG Tanaman

KARANTINA PERTANIAN

KR.000 Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

KR.010 Penyakit Tumbuhan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan data penyakit,
survei, Determinasi Penyakit/Daerah sebar, pengamatan
penyakit di laboratorium/kandang uji diagnosa dan
pemberantasan penyakit tumbuhan yang meliputi
penutupan satu daerah, pembatasan gerak dan
pemeriksaan  Organisme  Pengganggu  Tumbuhan
Karantina (OPTK).

KR.020 Tindakan Karantina Tumbuhan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeriksaan,
pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan,
penolakan, pemusnahan dan pembebasan.

KR.030 Sertifikasi Pelepasan Karantina Tumbuhan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan sertifikasi
karantina Tumbuhan.

KR.040 Keamanan Hayati Nabati

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengawasan
Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

KR.050 Tertib Operasional Karantina Tumbuhan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penelitian Data
Laporan Operasional Karantina Tumbuhan dan Polisi
Khusus/Ketertiban (PPNS).

KR.100 Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

KR.110 Penyakit Hewan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan data penyakit,
survei, Determinasi Penyakit/Daerah sebar, pengamatan
penyakit di laboratorium/kandang Uji diagnosa dan
pemberantasan  penyakit hewan yang  meliputi
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KR.120

KR.130

KR.140

KR.150

penutupan satu daerah, pembatasan gerak dan
pemeriksaan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK).

Tindakan Karantina Hewan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeriksaan,
pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan,
penolakan, pemusnahan dan pembebasan.

Sertifikasi Pelepasan Karantina Hewan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan sertifikasi
karantina hewan.

Keamanan Hayati Hewani

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengawasan
Keamanan Pangan Segar Asal Hewan (PSAH).

Tertib Operasional Karantina Hewan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelitian data
laporan operasional Karantina Hewan, dan Polisi
Khusus/Ketertiban (PPNS).

KN KETAHANAN PANGAN

KN.OOO Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

KN.010

KN.020

KN.030

Ketersediaan Pangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan  analisis
ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan.

Akses Pangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis akses
pangan dan Pengembangan akses Pangan.

Kerawanan Pangan

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan kegiatan
pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan
seperti: Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan),
Pengembangan Daerah Rawan Pangan (PDRP), Sistem
Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Penyusunan Peta
Ketahanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and
Vulnerability Atlas/FSVA) dan Kegiatan lain yang
berhubungan dengan kerawanan pangan.

KN.100 Distribusi dan Cadangan Pangan

KN.110

KN.120

Distribusi Pangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis distribusi
pangan dan kelembagaan distribusi pangan.

Harga Pangan

Naskah-naskah yang Dberkaitan dengan kegiatan
pemantauan, analisis dan stabilisasi harga pangan
produsen dan harga pangan konsumen.
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KN.130

Cadangan Pangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis dan
pengembangan cadangan pangan pemerintah dan
cadangan pangan masyarakat.

KN.200 Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

KN.210

KN.220

KN.230

Konsumsi Pangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan
dan analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan.

Penganekaragaman Pangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan
usaha pengolahan pangan lokal, Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP),
Pemanfaatan pekarangan dan promosi

penganekaragaman konsumsi pangan
Keamanan Pangan Segar

Naskah-naskah yang berkaitan dengan
pemantauan/pengawasan dan pengembangan mutu dan
keamanan pangan segar .

KN.300 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan

KN.310

KN.320

KN.330

KN.340

Pengelolaan Lembaga Ketahanan Pangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan
lembaga ketahanan pangan.

Dewan Ketahanan Pangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Dewan
Ketahanan Pangan dalam koordinasi dan sinkronisasi
pengelolaan ketahanan pangan.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil

Naskah-naskah yang berkaitan dengan program
Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil

Penghargaan Ketahanan Pangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian
penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara kepada
masyarakat dan pemangku kepentingan yang berkarya
dalam pembangunan ketahanan pangan.

SM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

SM.000 Penyuluhan Pertanian

SM.010 Program dan Kerjasama

Naskah-naskah yang berkaitan dengan program dan
kerjasama  penyuluhan pertanian seperti bahan
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SM.020

SM.030

SM.040

SM.050

SM.060

penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program,
kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
penyuluhan pertanian.

Informasi dan Materi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan informasi dan
materi penyuluhan pertanian.

Kelembagaan Penyuluhan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelembagaan
penyuluhan.

Ketenagaan Penyuluhan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketenagaan
penyuluhan.

Kelembagaan Petani

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberdayaan
dan pengembangan kelembagaan petani seperti kelompok
tani, Gapoktan, kelompok wanita tani, kelompok taruna
tani.

Usaha Tani

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberdaaan dan
pengembangan usaha tani

SM.100 Pelatihan Pertanian

SM.110

SM.120

SM.130

SM.140

Program dan Kerjasama

Naskah-naskah yang berkaitan dengan program dan
kerjasama pelatihan pertanian seperti penyusunan
kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan pertanian

Penyelenggaraan Pelatihan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pelatihan

Kelembagaan Pelatihan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelembagaan
pelatihan

Ketenagaan Pelatihan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketenagaan
pelatihan

SM.200 Pendidikan, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

SM.210

Program Dan Kerjasama

Naskah-naskah yang berkaitan dengan program dan
kerjasama pendidikan, standarisasi dan profesi pertanian
seperti penyusunan kebijakan teknis, rencana dan
program, kerjasama, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pendidikan, standarisasi dan profesi pertanian
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SM.220 Penyelenggaraan Pendidikan Pertanian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pendidikan pertanian

SM.230 Kelembagaan Pendidikan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelembagaan
pendidikan

SM.240 Ketenagaan Pendidikan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketenagaan
pendidikan

SM.250 Standardisasi Kompetensi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan
pengembangan standarisasi kompetensi pertanian

SM.260 Sertifikasi Profesi Pertanian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan
pengembangan sertifikasi profesi pertanian

BAB IV
PENUTUP

Klasifikasi Arsip sebagai salah satu instrumen pokok untuk mendukung
pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efesien wajib dibuat oleh pencipta
arsip berdasarkan analisis fungsi dan tugas pencipta arsip yang disusun secara
logis, sistematis dan kronologis.

Klasifikasi arsip mempunyai peran yang penting dan strategis dalam rangka
pengelolaan arsip dinamis, karena digunakan sebagai dasar pemberkasan dan
penataan arsip untuk mendukung akses dan pemanfaatan arsip serta
penyusutan arsip.

Klasifikasi arsip lingkup Kementerian Pertanian bersifat dinamis mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan fungsi organisasi, oleh karena
itu perubahan dan penyempurnaan klasifikasi arsip ini akan dilakukan sesuai
dengan situasi dan kondisi.

MENTERI PERTANIAN
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